
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah 
Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5071); 

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip secara 
terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan 
dan penyusutan serta untuk memudahkan penemuan 
kembali, perlu mengatur klasifikasi arsip; 

b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 
disebutkan bahwa tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta 

· sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh 
pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang 
ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Semarang; 

BUPATI SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

TENT ANG 

NOMOR 5 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

BUPATI SEMARANG 
PROVINS I JA WA TENG AH 



Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG. 

MEMUTUSKAN : 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3500); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5286); 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 
Tahun 2015 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 75); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 6); 

11. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Gubemur Jawa Tengah 
Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 53); 



Pedoman Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi 

kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang 

mencerminkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Semarang. 

Pasal 3 

Pedoman klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP 

BAB II 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Semarang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 





OOOUMUM 

010 URUSAN DALAM 

020 BARANG DAN JASA 

030 KEKA Y AAN DAERAH 

040 PERPUSTAKAAN /DOKUMEN /KEARSIPAN /SANDI 

050 PERENCANAAN DAN EVALUASI 

4. Rincian Klasifikasi yang menampung masalah-masalah fasilitatif dan 

substantif Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Semarang adalah sebagai berikut: 

Desa/ Kelurahan 

145 Sub sub masalah tentang Administrasi 

Desa/ Kelurahan 

Pokok masalah tentang Pemerintahan 

Sub masalah tentang Pemerintahan 140 

100 

dengan penulisan klasifikasi sebagai berikut: 

1 4 5 
I 

1. Klasifikasi kearsipan disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi 

dan kegiatan pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Semarang. 

2. Klasifikasi diperinci secara desimal, dengan mempergunakan tiga angka 

dasar. 

3. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip 

perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, 

A.UMUM 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP 

PEMERINTAH DI LING KUNG AN 

KABUPATENSEMARANG 
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060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN 

070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

080 KONPERENSI/RAPAT KOORDINASI 

090 PERJALANAN DINAS 

100 PEMERINTAHAN 

110 PEMERINTAHAN PUSAT 

120 PEMERINTAHAN PROVINS! 

130 PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA 

140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN 

150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD 

160 DPRD PROVINS! 

170 DPRD KABUPATEN/KOTA 

180 HUKUM 

190 HUBUNGAN LUAR NEGERI 

200 POLITIK 

210 KEPARTAIAN 

220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL 

240 ORGANISASI PEMUDA 

250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN 

260 ORGANISASI WANITA 

270 PEMILU, PILKADA 

280 PENGAWASAN PEMILU /PILKADA 

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM 

310 PERTAHANAN 

320 KEMILITERAN /TNI 

330 KEAMANAN 

340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

350 KEJAHATAN 

360 BENCANA 

370 KECELAKAAN 

380 PENDAMPINGAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 

390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN 



400 KESEJAHTERAAN RAKYAT 

410 PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN 

420 PENDIDIKAN 

426 KEOLAHRAGAAN 

427 KEPEMUDAAN 

430 KEBUDAY AAN 

440 KESEHATAN 

445RSU,RSJ,RSKHUSUS 

450AGAMA 

460 SOSIAL 

470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

475 TRANSMIGRASI 

4 76 KELUARGA BEREN CANA 

480 MEDIA MASSA 

500 PEREKONOMIAN 

510 PERDAGANGAN 

518 KOPERASI 

520 PERTANIAN 

522 KEHUTANAN 

523 PERIKANAN DAN KELAUTAN 

524 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 

525 PERKEBUNAN 

526 KETAHANAN PANGAN 

527 PENYULUHAN 

530 PERINDUSTRIAN 

540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

550 PERHUBUNGAN 

554 POS 

555 TEKNOLOGI INFORMASI 

556 PARIWISATA DAN REKREASI 

557 METEOROLOGI 

560 TENAGA KERJA 

570 PENANAMAN MODAL 

580 PERBANKAN MONETER 



590 AGRARIA 

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 

610 PENGAIRAN 

620 JALAN 

630 JEMBATAN 

640 BANGUNAN 

650 TATA RUANG KOTA 

660 TATA LINGKUNGAN 

670 KETENAGAAN 

680 PERALATAN PEKERJAAN UMUM 

690 AIR MINUM 

700 PENGAWASAN 

710 BIDANG PEMERINTAHAN 

720 BIDANG POLITIK 

730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN 

740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 

750 BIDANG PEREKONOMIAN 

760 BIDANG PEKERJAAN UMUM 

770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK 

780 BIDANG KEPEGAWAIAN 

790 BIDANG KEUANGAN 

800 KEPEGAWAIAN 

810 PENGADAAN 

820 MUTASI 

830 KEDUDUKAN 

840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI 

850 CUTI 

860 PENILAIAN 

870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN 

880 PEMBERHENTIAN 

890 PENDIDIKAN PEGAWAI 



900 KEUANGAN 

910 ANGGARAN 

920 AKUNTANSI 

930PERBENDAHARAAN 

940 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN 

950 PENGELOLAAN KAS DAERAH 

960 EVALUASI DAN PENGENDALIAN 

970 PENDAPATAN 



KODE KLASIFIKASI 

000 UMUM 
001 Lam.bang 

001.1 Garuda 
001.2 Bendera Kebangsaan 
001.3 Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) 
001.4 Bandir /Umbul-umbul 
002 Tanda kehormatan/penghargaan ( khusus untuk Non PNS) 

002.1 Bin tang 
002.2 Satyalencana 
002.3 Satyakarya Nugraha 
002.4 Penghargaan secara adat 
002.5 Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura dsb) 
003 Hari Raya/ Besar 

003.1 Nasional ( 17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSN dsb) 
003.2 Keagamaan 
003.3 Hari Ulang Tahun/HUT (Harijadi Provinsi/Kabupaten/Kota) 
004 Ucapan 

004.1 Terima kasih 
004.2 Selamat 
004.3 Mohon diri 
004.4 Bela sungkawa 
004.5 Ucapan lainnya 
005 Undangan 
006 Tanda Jabatan 

006.1 Pamong Praja 
006.2 Pejabat lainnya 
010 URUSAN DALAM 
011 Gedung kantor, termasuk instalasi 

011.1 Listrik 
011.2 Telepon 
011.3 Otomasi 
011.4 Air Minum 
011.5 Hidrant 
011.6 Alarm 
011.7 Internet 
012 Rumah Dinas 
013 Akomodasi/ Persinggahan (mess/ wisma/hotel) 
014 Rumah susun/ apartemen 
015 Peminjaman saran.a prasarana kantor (ruangan, gedung, 
016 Pengurusan kendaraan dinas 
017 Keamanan/ketertiban kantor 
018 Kebersihan kantor 
019 Protokol 

019.1 Upacara bendera 
019.2 Tata tempat 

019.21 Pemasangan gam bar Presiden/ W akil Presiden 
019.3 Audiensi 
019.4 Penerimaan Tamu 
019.5 Kerjasama 

B. RINCIAN 



020 BARANG DAN JASA 
021 Pena war an 

021.1 Penawaran barang 
021.2 Penawaran jasa 
022 Barang 

022.1 Barang bergerak 
022.2 Barang tidak bergerak 
023 Jasa 
027 Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjukan, lelang. 

027.1 Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan/ anwijzing, 
027.2 Surat Perjanjian Kerja,Kontrak/ Amandemen/ Addendum, Teguran 
027.3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 
027.4 Serah terima pekerjaan 
027.5 Pemeriksaan pekerjaan 
027.6 Perpanjangan waktu/ force majeure 
027.7 Denda 
027.8 Sanggahan 
027.9 Pemeliharaan barang/ jasa 
028 Inventaris 

028.1 Pendataan Barang Milik Negara 
028.2 Pemeliharaan Barang Milik Negara 
028.3 Penghapusan Barang Milik Negara 
028.4 Unit Layanan Pengadaan 
028.5 Usulan tentang pengadaan barang pakai habis beserta distribusi dan 
030 KEKAYAAN DAERAH 
031 Barang-Barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, 
032 Barang-Barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen) 
033 Tanaman 
034 Alat-Alat Berat 
035 Hewan 
036 Barang Persediaan Dalam Gudang 
037 Alat Pengangkut (Darat, Laut, Udara) 
038 Peralatan Pabrik, Laboratorium 
039 Peralatan Kesehatan/Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan) 

039.1 Usulan penambahan aset Daerah,barang bergerak maupun tidak 
039.2 Permintaan perbaikan, perawatan barang inventaris beserta 
039.3 Penghapusan aset-aset barang milik Daerah 
039.4 Usulan kebutuhan barang/jasa pendukung operasional kegiatan 

rumah tangga Dinas, Rumah Dinas Gubenur, Wakil Gubernur, Sekda 
039.5 Peminjaman sarana/ prasarana, gedung kantor / barang inventaris, 
039.6 Tata cara, prosedur pengamanan dan ketertiban asset-asset barang 
040 PERPUSTAKAAN /DOKUMEN /KEARSIPAN /SANDI 

040.1 Kebijakan pemerintah pada bidang Kearsipan dan Perpustakaan 
041 Perpustakaan 

041.1 Pameran Bahan Perpustakaan 
041.2 Pengolahan (Katalog, Bibliografi) 
041.3 Sirkulasi/ layanan 

041.31 Keanggotaan 
041.32 Peminjaman dan pengembalian 
041.4 Deposit 
041.5 Pemeliharaan, Pelestarian/ alih media 
041.6 Pembinaan Perpustakaan 

041.61 Bantuan buku, rak 
041.7 Penghapusan/penyusutan bahan perpustakaan 



041.8 Jenis-jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, 
041.9 Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan 

041.10 Akuisisi, pengolahan dan penyim panan bahan perpustakaan 
041.11 Pengolahan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam 
041.12 Penyusunan Bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta 
041.13 Transliterasi, translasi 
041.14 Peng em bangan bahan perpustakaan 
041.15 Pengembangan dan kerjasama perpustakaan Pembudayaan gemar 
041.16 Penerapan, norm.a, standar, prosedur dan kriteria bidang 
041.17 Bimbingan Teknis perpustakaan dan kepustakawanan, Penilaian 
041.18 Pemasyarakatan bidang perpustakaan 

042 Dokumentasi 
043 - 

044 - 
045 Kearsipan 

045.1 Pola Klasifikasi 
045.2 Akuisisi Arsip 
045.3 Penyusutan Arsip 

045.31 Jadwal Retensi Arsip 
045.32 Penilaian Arsip 
045.33 Pemindahan Arsip 
045.34 Penyerahan Arsip 
045.35 Pemusnahan Arsip 
045.4 Pembinaan Kearsipan 
045.41 Pengawasan 
045.42 Bim bingan Kearsipan 
045.5 Pemeliharaan, Pelestarian/Konservasi Arsip 
045.51 Fumigasi dan Termite Control 
045.52 Laminasi 
045.53 Alih Media 
045.6 Layanan 
045.7 Pemasyarakatan 
045.71 Pamer an 
045.72 Penerbitan Naskah Sumber Arsip 
045.73 Sosialisasi Kearsipan 
045.8 Peng em bangan Sistem 
045.81 Sistem Kearsipan 
045.82 Sistem Jaringan Informasi Kearsipan 
045.83 Laporan kegiatan operasional Perawatan Arsip beserta Rumah Tangga 

046 SANDI 
046.1 Pengamanan Persandian dan Informasi 
046.2 Tata kelola persandian 
046.3 Pem binaan, peningkatan kesadaran pengamanan informasi 
046.4 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persandian 
046.5 Pengelolaan security operation center 
047 Telegram, Telex, Radio, ISB 
048 Data Elektrolik 
049 - 
050 PERENCANAAN DAN EVALUASI 

050.1 meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), 
050.11 RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 
050.12 RENSTRA (Rencana Strategi) 
050.13 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 
050.14 RENSTRA BAPPEDA 



050.2 Program Nasional 
050.21 RKP (Rencana Kerja Pembangunan) 
050.22 RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga) 
050.23 RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) 
050.24 Rencana Kerja SKPD 
050.25 KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan 

Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara) 

050.26 Jawaban Gubernur atas pandangan fraksi 
050.27 Nota keuangan 
050.28 RKT (Rencana Kerja Tahunan) 
050.29 RKO (Rencana Kerja Operasional) 

051 Laporan 
051.1 Laporan berkala 
051.2 LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 
052 Evaluasi 

052.1 Evaluasi Rencana Strategis 
052.11 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
052.12 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
052.13 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
052.14 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN 
061 Organisasi 

061.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
061.2 Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai 
062 Organisasi Sadan Non Pemerintah 
063 Organisasi Sadan lnternasional 
064 Organisasi semi pemerintah 
065 Ketatalaksanaan 

065.1 Tata Naskah Dinas 
065.2 Stempel dinas dan stempeljabatan 
065.3 Papan nama instansi pemerintah/non pemerintah 
065.4 Ala.mat-ala.mat kantor dan pejabat 
065.5 Ketentuan pakaian dinas dan atribut 
066 Tata Hubungan Kerja 
067 Standart Operasional Prosedur 
068 Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan 
069 Analisis Jabatan 

069.1 Pengukuran/Penilaian beban kerja Jabatan Sruktural dan Fungsional 

069.2 Uraian Jabatan 
069.3 Ketatalaksanaan Tata Naskah Dinas Stempel dinas dan stem pel 

jabatan, Na.ma instansi pemerintah/non pemerintah, Ala.mat-ala.mat 
kantor dan pejabat, Ketentuan pakaian dinas dan atribut Pola 

069.4 Akuntabilitas Kinerja Zona Integritas Reformasi Birokasi Budaya Kerja 

070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
071 Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pem bahasan 

sam pai dengan laporan akhir riset 
072 Pengembangan 

072.1 Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) 
072.2 SINAS (Sistem Inovasi Nasional) 
072.3 SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster, Kabupaten/Kota, desa 

inovatif 



072.4 Inkubator Teknologi dan Bisnis 
072.5 Pameran produk inovasi/Ristek 
072.6 BTC (Bisnis Teknologi Center) 
072.7 Raptek (Penerapan Iptek) 
072.8 HKI (Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual) 
073 Kajian 

073.1 Kajian strategis/ diskusi/ Forum Group Discussion (FGD) 
073.2 Seminar 
073.3 Workshop 
073.4 Rapat Koordinasi/ Rapat Teknis 
073.5 Lokakarya 
073.6 Diseminasi/ sosialisasi hasil penelitian 
074 Kerjasama Penelitian 

074.1 Instansi Pemerintah Pu sat/ Daerah 
074.2 Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta 
074.3 Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat 
074.4 Lembaga Internasional 
075 Perekayasaan 
076 Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan) 
077 Publikasi Ilmiah 

077.1 Jurnal Ilmiah 
078 Study Kelayakan 
079 Study Kasus 
080 KONPERENSI/RAPAT KOORDINASI 
081 Gubernur 
082 Bupati/Walikota 
083 Komponen Eselon lainnya (termasuk Pimpinan SKPD) 
084 Instansi lainnya (diluar Kemendagri) 
085 International di dalam negeri 
086 International di luar negeri 
087 Bahan materi sambutan pidato Bupati, Wakil Gubernur, Sekretaris 

Daerah 
090 PERJALANAN DINAS 
091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah 
092 Perjalanan Menteri Ke Daerah 
093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I) 
094 Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Togas (SPT) dan Surat 

Tu gas 
095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah 
096 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Luar Negeri 
097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri 
098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri 
099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri 
100 PEMERINTAHAN 
110 PEMERINTAHAN PUSAT 
111 Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah 

dan serah terima iabatan. 
111.1 Pertanggung iawaban Presiden kepada MPR 
111.2 Amanat Presiden/ Amanat Keneaaraan 
112 Wakil Presiden, meliputi pencalonan, pengangk:atan, pelantikan, 

sumoah dan serah terima iabatan. 
113 Susunan Kabinet 

113.1 Reshuffle 
113.2 Penuniukan Menteri ad Intern 
113.3 Sidana Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi lihat 500.1 



114 Kementerian Dalam Nezeri 
114.1 Amanat Menteri Dalam Nezeri 
115 Kementerian lainnva 
116 Lembaza Tinl!ITT Negara (DPA MA BPK) 
117 Lembaza Non Kementerian 
118 Otonomi Daerah 
119 Keriasama antar Kementerian 
120 PEMERINTAH PROVINSI 

120 01 Kebiiakan Pemerintah Provinsi 
120 02 Laporan Kineria Pertanzzunziawaban Gubernur {LKPJ) 
120 03 Monozrafi tambahkan kode wilavah 
120,1 Koordinasi 

120,11 Satuan Keria Perangkat Daerah 
120,12 Instansi Vertikal 
120,13 Keriasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar Nezeri 

121 Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, 
pemberhentian serah terima iabatan dan sebazainva 

122 Wakil Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, 
pemberhentian, serah terimajabatan dan sebagainya 

123 Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan 
124 Badan-badan Pertimbanzan Daerah. melinuti Muspida 
125 Pembentukan/Pemekaran 

125.1 Pembentukan Daerah Otonom 
125.2 Pembentukan Wilavah 
125.3 Perubahan Batas Wilavah 
125.4 Pemekaran Wilavah 
125.5 Permasalahan Batas Wilavah 
125.6 Pemindahan Ibukota Provinsi 
125.7 Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, ialan 
126 Pembazian Wilavah 
127 Penyerahan Urusan 
130 PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA 

130 01 Kebiiakan Pemerintah Kabunaterr/Kota 
130 02 Laporan Kineria Pertanzzunziawaban Bunati/Walikota (LKPJ) 
130,03 Monozrafi 
130,1 Koordinasi 

130,11 Satuan Keria Peranzkat Daerah 
130,12 Instansi Vertikal 
130,13 Keriasama antar Provinsi/Daerah. dan Luar Nezeri (Sister Citus 

131 Bupati/Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, 
pemberhentian, serah terimajabatan dan sebagainya 

132 Wakil Bupati/Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, 
pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya 

133 Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan 
134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah. melinuti Musnida 
135 Pembentukan Daerah 

135.1 Pembentukan Daerah Otonom 
135.2 Pembentukan Wilavah 
135.3 Perubahan Batas Wilavah 
135.4 Pemekaran Wilavah 
135.5 Permasalahan Batas Wilavah 
135.6 Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota 
135.7 Pemberian dan nenzzantian nama kota, daerah ialan 



136 Pembazian Wilavah 
137 Penverahan Urusan 
138 Pemerintahan Wilavah Kecamatan 

138,1 Pem bentukan Kecamatan 
138 2 Pemekaran Kecamatan 
138 3 Perluasan I neru bahan batas wilavah Kecamatan 
138 4 Pemindahan Ibu Kota Kecamatan 
138 5 Lanoran Kecamatan 
140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN 
141 Pamong Desa, meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, 

pem berhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan dsb 

142 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Kelurahan 
(APBDes/ Kelurahan) 

143 Kekavaan Desa 
143.1 Tan.ah Benzkok Titisara Penzanzzon 
143.2 Jalan Desa 
143.3 Banzunan Desa 
143.4 Kekavaan Desa 
144 Lem baga Tingkat Desa : Rem bug Desa, Sadan Perm usyawaratan Desa, 

LKMD 
145 Administrasi Desa/Kelurahan: Monozrafi Peta Ruoa Bumi dll 
146 Kewilavahan 

146.1 Pembentukan Desa/Kelurahan 
146.2 Pemekaran Desai Kekurahan 
146.3 Perubahan dan Perluasan Batas Wilavah Desa/Kelurahan 
146.4 Perubahan nama Desa/Kelurahan 
146.5 Permasalahan Batas Desa/Kelurahan 
146.6 Penvatuan Desai Kelurahan 
146.7 Penzhanusan Desai Kelurahan 
147 RT-RW 
150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD 
151 Keanzzotaan MPR 

151.1 Pencalonan 
151.2 Penzanzkatan dan oenzambilan Sumoah 
151.3 Pem berhentian 

151.31 Recall 
151.32 Meninzzal 
151.4 Pelanzzaran 
151.5 Peraantian An tar W aktu 

152 Keanazotaan DPR 
152.1 Pencalonan 
152.2 Pengangkatan dan nenzambilan Sumoah 
152.3 Pem berhentian 

152.31 Recall 
152.32 Meninzzal 
152.4 Pelanezaran 
152.5 Perzantian An tar W aktu 

153 Keanzzotaan DPD 
153.1 Pencalonan 
153.2 Penzanzkatan dan nenzam bilan Sum oah 

154 Persidanzan 
155 Keseiahteraan 

155.1 Keuangan 
155.2 Penzharaaan 

156 Hak 
157 Jawaban Pemerintah 
158 Peniniauan I Kuniunzan Lananaan 
159 Kuniunzan Keri a/ Studv Banding/ Konsultasi 



160 DPRD PROVINSI 
161 Keanzzotaan 

161.1 Pencalonan 
161.2 Penzangkatan dan nenzam bilan sum nah 
161.3 Pelanzzaran 
161.4 Pemberhentian Antar Waktu 

161.41 Meninzzal Dunia 
161.42 Menzundurkan Diri 
161.43 Diberhentikan 
161.5 Alat Kelenzkanan Dewan 

161.51 Pimninan 
161.52 Badan Musvawarah 
161.53 Komisi 
161.54 Sadan Lezislasi Daerah 
161.55 Sadan Anazaran 
161.56 Sadan Kehormatan 
161.57 Alat Kelenakanan Lain (Pansus) 

162 Persidanzan 
162.1 Ranat-Ranat 

162.11 Ranat Parinurna Ranat Parinurna Istimewa 
162.12 Ranat Pimninan DPRD 
162.13 Rapat Sadan Musyawarah, Rapat Sadan Anggaran, Rapat Sadan 

Lezislasi Ranat Sadan Kehormatan Ranat Pansus 
162.14 Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi 
162.15 Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, 

Raoat Pemandanzan Umum 
162.16 Ranat Fraksi 
162.2 Fraksi 
162.3 Tata Tertib 
162.4 Kode Etik 
162.5 Reses 
162.6 Peniniauan I Kuniunzan Lananzan 
162.7 Kuniunzan Keria /Studv Bandina/Konsultasi 
163 Kesei ahteraan 

163.1 Keuangan 
163.2 Penzharzaan 
164 Hak 
170 DPRD KABUPATEN /KOTA 
171 Keanzaotaan 

171.1 Pencalonan 
171.2 Penzanzkatan dan nenzambilan sum nah 
171.3 Pelanzzaran 
171.4 Pem berhentian An tar W aktu 

171.41 Meninzzal Dunia 
171.42 Menzundurkan Diri 
171.43 Diberhentikan 
171.5 Alat Kelenakanan Dewan 

171.51 Pimninan 
171.52 Sadan Musvawarah 
171.53 Komisi 
171.54 Sadan Lezislasi Daerah 
171.55 Sadan Anaaaran 
171.56 Sadan Kehormatan 
171.57 Alat Kelenzkanan Lain (Pansus) 

172 Persidanzan 
172.1 Rapat-Rapat 

172.11 Ranat Parinurna, Raoat Parinurna Istimewa 
172.12 Ranat Pimninan DPRD 



172.13 Rapat Sadan Musyawarah, Rapat Sadan Anggaran, Rapat Sadan 
Lezislasi, Ranat Sadan Kehormatan Ranat Pansus 

172.14 Ranat Komisi, Rapat Gabunaan Komisi, Ranat Konsultasi 
172.15 Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, 

Raoat Pemandanzan Umum 
172.16 Ranat Fraksi 
172.2 Fraksi 
172.3 Tata Tertib 
172.4 Kode Etik 
172.5 Reses 
172.6 Peniniauarr/Kuniungan Lapanzan 
172.7 Kuniungan Keri a/ Studv Bandinz I Konsultasi 

173 Keseiahteraan 
173.1 Keuane.an 
173.2 Penzharzaan 
174 Hak 
180 HU KUM 

180.1 Kontitusi 
180.11 Dasar Negara 
180.12 Undang Undang Dasar 
180.13 Undang Undang 
180.14 Peraturan Pemerintah 
180.15 Keputusan Presiden/ Peraturan Preside I Instruksi Presiden 
180.16 Keputusan Menteri/Peraturan Menteri/Instruksi Menteri 
180.17 Perundangan Tingkat Provinsi meliputi Peraturan Daerah, Keputusan 

Gubernur/Peraturan Gubernur/Instruksi Gubernur 
180.18 Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Peraturan Daerah,, 

Keputusan Bupati/Keputusan Walikota, Peraturan Bupati/Peraturan 
Walikota 

180.19 Perundangan Tingkat Desa meliputi Peraturan Desa, Keputusan 
Kenala Desa 

180.2 Tap MPR 
180.3 Konvensi 

181 Perdata 
181.1 Tanah 
181.2 Rum ah 
181.3 Utana/Piutanz 

181.31 Gadai 
181.32 Hipotik 
181.4 Notariat 
182 Pidana 

182.1 Tindak Pidana Umum 
182.2 Tindak Pidana Khusus 
183 Peradilan 

183.1 .Jenis-ienis Peradilan 
183.11 Peradilan Umum 

183.111 Peradilan Nezeri Tinzkat Pertama 
183.112 Peradilan Tinzzi 
183.113 Mahkamah AQUng 
183.12 Peradilan Azama Islam 

183.121 Penzadilan Azama Islam Tinzkat Pertama 
183.122 Pengadilan Tinzzi Azania Islam 
183.123 Mahkamah Islam AQUng 
183.13 Peradilan Militer 

183.131 Mahkamah Militer Tingkat Pertama 
183.132 Mahkamah Militer Tinzzi 
183.133 Mahkamah Militer AITT1nP 
183.14 Peradilan Tata Usaha Negara 

183.141 Pengadilan Tata Usaha Negara Tinzkat Pertama 



183.142 Penzadilan Tinzzi Tata Usaha Negara 
183.143 Mahkamah Tata Usaha Negara Agung 
183.15 Peradilan Tindak Pidana Korupsi 
183.16 Peradilan Hak Asasi Manusia 
183.17 Mahkamah Konstitusi 
183.18 Komisi Yudisial 
183.19 Ombustmen 
183.2 Upava Hukum 

183.21 Banding 
183.22 Kasasi 
183.23 Derden Verset 
183.24 Peniniauan Kembali 
183.25 Grasi, Amnesti, Abolisi 
183.3 Eksekusi 
183.4 Pembinaan hukum, meliputi Kadarkum 
183.5 Bantuan Hukum, meliputi Lembaga Bantuan Hukum 

184 Hukum lnternasional 
185 Imizrasi 

185.1 Visa 
185.2 Paspor 
185.3 Exit 
185.4 Reeniru 
185.5 Lintas Batas/Batas Antar Negara 
186 Kepeniaraan 

186.1 Rezistrasi narapidana 
186.2 Pem binaan narapidana 
186.3 Pem bebasan naranidana 
186.4 Tahanan titinan 
187 Keiaksaan 

187.1 Penuntutan Umum 
187.2 Penuntutan Khusus 
188 Hukum Adat 
190 HUBUNGAN LUAR NEGERI 
191 Perwakilan Asing 
192 Tamu Negara 
193 Keriasama Diplomatik dengan Negara Asing 
194 Perwakilan RI di Luar Negeri 
195 PBB 
196 Lanoran Luar Nezeri 
200 POLITIK 
201 Perencanaan dan Prozram Pembinaan Politik Luar Negeri 

201.1 Pembinaan dan Pemahaman Ideolozi Negara 
201.2 Kesatuan Banzsa 
201.3 Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk laporannya 
201.4 Keadaan Politik Luar Negeri 
201.5 Evaluasi dan Penzawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam 
201.6 Orde Baru 
201.7 Orde Reformasi 
210 KEPARTAIAN 
211 Partai Politik 

211.1 Anzzaran Dasar dan Anzzaran Rumah Taneza Partai Politik 
211.2 Prozram Keria data keziatan Partai Politik 
211.3 Pem binaan Partai Politik 
211.4 Hasil Munas/Musda Partai Politik 
211.5 Struktur / Kepengurusan, pengkaderan dan Keanggotaan Partai Politik 

211.6 Data inventaris dan keuanzan Partai Politik 
212 Partai/ Oraanisasi Terlarang 

212.1 Keputusan pembubaran partai/ orzanisasi terlarang 



212.2 Daftar dan data pengurus anzzota nartai/ organisasi terlaranz 
212.3 Ijin Meninggalkan tempat/domisili bagi anggota partai/organisasi 

terlaranz 
212.4 Daftar berkala mengenai keadaan anggota partai/ organisasi terlarang 

212.5 Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/ organisasi terlarang 

213 Partai Peserta Pemilu 
220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN 
221 Pem bentukan orzanisasi 

221.1 Anaaaran Dasar dan Anzaaran Rumah Tanaaa 
221.2 Kenenzurusan dan daftar anzzota oraanisasi 
221.3 Prozram Keria orzanisasi 
221.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaterr/Kota 
222 Pem binaan orzanisasi 

222.1 Keziatan orzanisasi dan pelaporannva 
222.2 Daftar inventaris kekavaan orzanisasi 
230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL 
231 Pem bentukan orzanisasi 

231.1 Anzzaran Dasar dan Anzzaran Rumah Tanzza 
231.2 Kepengurusan dan daftar anzaota orzanisasi 
231.3 Prozram keria orzanisasi 
231.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabunaterr/Kota 
232 Pembinaan oraanisasi 

232.1 Keziatan orzanisasi dan pelaporannva 
232.2 Daftar inventaris kekavaan orzanisasi 
240 ORGANISASI PEMUDA 
241 Pembentukan oraanisasi 

241.1 Anzaaran Dasar dan Anzzaran Rumah Tanaza 
241.2 Kepengurusan dan daftar anzzota orzanisasi 
241.3 Program keria organisasi 
241.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota 
242 Pem binaan orzanisasi 

242.1 Keziatan orzanisasi dan pelanorannva 
242.2 Daftar inventaris kekavaan orzanisasi 
250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN 
251 Pembentukan orzanisasi 

251.1 Anazaran Dasar dan Anzaaran Rumah Tanzaa 
251.2 Kepenzurusan dan daftar anzzota orzanisasi 
251.3 Program keria orzanisasi 
251.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota 
252 Pembinaan organisasi 

252.1 Keziatan orzanisasi dan pelaporannva 
252.2 Daftar inventaris kekavaan orzanisasi 
260 ORGANISASI WANITA 
261 Pem bentukan orzanisasi 

261.1 Anzzaran Dasar dan Anzzaran Rumah Tanzza 
261.2 Kepenzurusan dan daftar anzzota orzanisasi 
261.3 Program keria oraanisasi 
261.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaterr/Kota 
262 Pembinaan organisasi 

262.1 Keziatan organisasi dan pelaporannva 
262.2 Daftar inventaris kekayaan organisasi 
270 PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA 

DAE RAH) 
271 Pencalonan 

271.1 Pemilihan Presiden 
271.2 Pemilihan Lezislatif 
271.3 Pemilihan Gubernur 



271.4 Pemilihan Bunati 
272 Nomor Urut/Tanda Gambar 
273 Kampanve 

273.1 Dana Kampanve 
274 Petuzas Pemilu 

274.1 Komisi Pemilihan Um um 
274.2 PPK I Panitia Pemilihan Kecamatan 
274.3 PPS I Panitia Pemilihan Suara 
275 Pemilih I Daftar Pemilih 

275.1 Pemutakhiran Data 
275.2 Daftar Pemilih Sementara 
275.3 Daftar Pemilih Tetan 
276 Sarana 

276.1 Tempat Pemunzutan Suara 
276.2 Kendaraan 
276.3 Surat Suara 
276.4 Kotak Suara 
276.5 Lozistik 
277 Pemunzutan Suara/Penzhitunzan Suara 
278 Hasil Pemilu 

278.1 Penetapan terpilih dan pembagian kursi anzzota lezislatif 
278.2 Penetapan pemenang pilkada 
279 KPU/KPUD 
280 PENGAWASAN PEMILU /PILKADA 
281 Pemantauan 
282 Pelanaaaran 
283 Senzketa 
284 Panwaslu 
300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM 

300.1 Kebiiakan Pemerintah menzenai situasi dan kondisi keamanan 
300.2 Pembinaan dan nenzaturan menzenai laranzan 
300.3 Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ ancaman 

keamanan /ketertiban umum 
300.4 Prozram keria serta tata cara nenanzzulanzan keamanan 
301 Koordinasi dan Kerjasama keamanan dan ketertiban um um 

(Trantibum) 
302 Penaawasan Trantibum 
303 Penezakan Pelaksanaan Perda 
304 Pembinaan I Penvuluhan nelanzzaran Perda 
305 Patroli Wilavah 
306 Laporan kuniunaan VIP WIP, Tamu Asinz 

306.1 Penzamanan 
306.2 Penzawalan 
307 Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi 

nemberitahuan. ketentuan nelaksanaan dan nenaawasan 
310 PERTAHANAN 
311 Dar at 
312 Laut 
313 Udara 
314 Ketahanan Banzsa 
315 Ketahanan Ekonomi 
316 Ketahanan Seni dan Budava Azama dan Kemasyarakatan 
320 KEMILITERAN /TNI 
321 Latihan Militer 
322 W aiib Militer 
323 Operasi Militer 
324 Kekarvaan TNI 
325 Kemanunazalan TNI denzan rakvat 
330 KEAMANAN 



331 Kepolisian 
331.1 Polisi Pamonz Praia 
332 Huru-hara/Demonstrasi 
333 Seniata Api/Taiam 
334 Bahan Peledak 
335 Periudian 
336 Surat-surat kalenz 
337 Penzaduan Masvarakat 
338 Himbauan atau Larangan 
340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
340.1 Kebiiaksanaan Pemerintah menzenai nembentukan Linmas 
341 Pem binaan dan Diklat 
341.1 Penzanzkatan I pem berhentian anzz Ota Linmas 
341.2 Pendidikan/ latihan Linmas 
341.3 Pelatihan PAM Swakarsa 
341.4 Pendidikan/latihan MENWA 
342 Penzerahan dan nenzendalian Linmas 
343 Keseiahteraan bazi anzeota Linmas 
343.1 Pem berian Tali Asih bazi anzzota Linmas 
343.2 Bantuan Modal Usaha bazi anzzota Linmas 
343.3 Santunan uanz duka bazi anzaota Linmas 
343.4 Penzharzaan bazi anzzota Linmas 
344 Data Linmas MENWA, PAM Swakarsa 
344.1 Linmas Laniut Usia 
345 Orientasi Kesadaran Bela Negara 
346 Keziatan Pelaksanaan Linmas 
350 KEJAHATAN 
351 Makar I Pem berontakan /Terorisme 
352 Pembunuhan 
353 Penganiavaan/Pencurian/Peramoasan 
354 Subversi/Penveludupan/Narkotika 
355 Penipuan dan Pemalsuan 
356 Korupsi/ penvelewenzan / penvalahzunaan iabatan 
357 Kekerasan pada perempuan dan anak 
357.1 Pelaporan 
357.2 Penanganan korban 
358 Kenakalan 
359 Keiahatan lainnva ttraffickina , hipnotis dll) 
360 BEN CANA 
360.1 Pelatihan 
360.2 Surat Keputusan 
360.3 Berita Acara 
361 Gunung Merani/Gemua/Tsunami 
362 Baniir /Tan.ah Longsor 
363 Angin Topan 
364 Kebakaran 
364.l Pemadam Kebakaran 
365 Kekerinaan 
366 Posko Bencana 
367 Koordinasi/Unsur Penzarah Penanzzulanaan Bencana 
368 MOU Pemerintah Pusat BNPB 
370 KECELAKAAN 
371 Latihan SAR 
372 Latihan ketrampilan penvelamatan di air dan menvelam 
373 Pelatihan manazemen bazi peiabat 
374 Satkorlak dan Satlak PBP 
375 Pelatihan kemam nuan Pusdalon bazi aparat PBP 
376 Latihan ketrampilan pemadam kebakaran 
377 Kecelakaan Darat, Laut Udara 



378 Investiaasi Zpenvelidikan kecelakaan 
379 Asuransi Kecelakaan 
380 PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 
381 Perencanaan 

381.1 Perencanaan teknis 
381.2 Rekomendasi 
382 Bantuan Bencana 
383 Penanzeulanaan Bencana denzan pihak lain 
384 Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi 
385 PU SD ALO PS 
386 Kuniunaan lananzan 
387 Relawan 
388 Lanoran Bencana 
390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN 
391 Instansi pemerintah Pusat 
392 Instansi nemerintah di daerah 
393 Lembaza International 
394 Lembaza non pemerintah nasional 
400 KESEJAHTERAAN RAKYAT 
401 Kebiiakan dan Prozram Pemerintah untuk keseiahteraan rakvat 

401.1 Pemberdavaan Peremnuan dan Perlindunzan Anak 
401.2 AnakAsuh 
402 Orang Tua Asuh 
410 PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN 
411 Gotonz-rovonz 

411.1 Swadava gotong rovonz 
411.11 Pembinaan 
411.12 Punzutan 
411.2 Lem baga Sosial Desa 
411.3 Latihan keria masvarakat 
411.4 Pembinaan Keseiahteraan Keluarga 
411.5 Penyuluhan Masyarakat Desa 
411.6 Kelem bazaan Desa 
411.7 Bulan Bhakti Gotonz Rovonz Masvarakat 
412 Perekonomian Desa 

412.1 Produksi Desa 
412.11 Penzolahan 
412.12 Pemasaran 
412.2 Pembiavaan Pembanzunan Desa 

412.21 Inventarisasi Data 
412.22 Petuniuk/ Pem binaan Pelaksanaan 
412.23 Pelaksanaan dan Perkem bangan Pembanzunan 
412.24 Bantuan/ Stimulasi 
412.25 Perkreditan Desa 
412.26 Pelaporan 
412.27 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM 

MP) 
412.3 Koperasi Desa 

412.31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 
412.32 Koperasi Unit Desa (KUO) 

413 Sarana dan Prasarana Desa 
413.1 Pemukiman kembali nenduduk 
413.2 Pemuzaran nerumahan dan lingkungan Desa 
413.3 Perbaikan Kamnuna 
413.4 Teknolozi Tenat Guna (TTGl 
414 Penzembanaan Desa 

414.1 Tinzkat Perkem bangan Desa 
414.11 Jumlah Desa 
414.12 Pemekaran Desa 



414.13 Pembentukan Desa Baru 
414.14 Evaluasi 
414.2 Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Musrenbang Kecamatan 

414.21 Penvuluhan Prozram I Fasilitas Prom-am 
414.22 Lokasi Unit Daerah Keria Pembanzunan 
414.23 Pelaksanaan dan Perkem banzan Pembanzunan 
414.24 Bim binzarr/ Pem binaan 
414.25 Evaluasi 
414.3 Tata Desai Profil Desa dan Kelurahan 
414.31 Inventarisasi 
414.32 Penvuluhan Pola Tata Desa 
414.33 Pemetaan 
414.34 Pedoman Pelaksanaan 
414.35 Evaluasi 
414.4 Perlombaan Desa dan Kelurahan 

414.41 Pedoman 
414.42 Penilaian 
414.43 Keiuaraan 
414.44 Piazam 

415 Koordinasi 
415.1 Keriasama 

414.11 Luar Nezeri 
415.12 Perguruan tinzzi 
415.13 Kementerian/ Lem baaa Pemerintah 
415.14 Lem baga lainnva 

420 PENDIDIKAN 
420.1 Kebiiakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan 
420.2 Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme 

dsb 
420.3 Pendidikan Kemasvarakatan 
421 Sekolah (termasuk akreditasi) 

421.1 Pra sekolah (PAUD, Plauaroup) 
421.2 Sekolah Dasar 
421.3 Sekolah Menengah 
421.4 Sekolah Keiuruan 
421.5 Perzuruan Tinzzi (Sekolah Tinzzi. Akademi, Universitas. dlll 
421.6 Keziatan sekolah melinuti Dies Natalis Lustrum 
421.7 Kegiatan pelajar diantaranya reuni, darmawisata, widyawisata, 

lomba-lomba ( LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains), 
Pelaiar teladan Pertukaran Pelaiar 

421.8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa 
421.9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf 
422 Administrasi Sekolah 

422.1 Persvaratan masuk sekolah, testing, uiian, OSPEK 
422.2 Tahun Pelaiaran 
422.3 Hari Libur 
422.4 Uanz Sekolah. diantaranva SPP. SPI 
422.5 Bea Siswa dan Penzharzaan siswa bernrestasi 
422.6 Iiazah, Sertifikat 
422.7 Bantuan Pendidikan: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan 

Khusus Murid (BKMl. Bantuan Siswa Miskin (BSM) 
423 Metode Belaiar 

423.1 Kuliah 
423.2 Ceramah, Simposium, Seminar 
423.3 Diskusi 
423.4 Kuliah Lananzan KKN. Magang/Praktek/Pkl, 
423.5 Kurikulum 
423.6 Karva Tulis Karva Ilmiah 
423.7 Uiian 



424 Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/ dosen teladan, guru/ dosen 
berorestasi) 

424.1 Pertukaran Guru ke Luar Negeri 
424.2 Sertifikasi Guru 
425 Sarana Pendidikan 

425.1 Banzunan Pendidikan 
425.11 Gedunz Sekolah 
425.12 Kamous 
425.13 Pusat Keziatan 
425.14 Pernustakaan 
425.15 Laboratorium 
425.2 Buku 
425.3 Perlengkapan Pendidikan 
425.4 Sistem Informasi pendidikan 
425.5 Pengem bangan Teknolozi Informasi Korn unikasi Pendidikan 
426 KEOLAHRAGAAN 

426.1 Pem binaan Keolahrazaan 
426.11 Olah Raga Prestasi (PON Sea Games Keiurnas Olvmpiade) 
426.12 Olah Raga Pendidikan (POPDA SD. Porseni dll) 
426.13 Olah Raga Rekreasi /Massal (Senam, sepeda santai, olah raga 

tradisional) 
426.14 Iptek dan Industri Olah Raga 
426.15 Sarana Prasarana Keolahrazaan 
426.2 Kemitraan Olah Raga 
426.3 Pesta Olahraga 

426.31 PORSENI, PORKAB, PON, POP 
426.4 Hobi 
427 KEPEMUDAAN 

427.1 Pertukaran Pemuda 
427.2 Paskibraka 
427.3 Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja: 

aelanzzanz remaia 
427.4 Kemitraan Pemuda 
427.5 Karanz Taruna 
428 Kepramukaarr/ Kepanduan 
429 Pendidikan Kedinasan 
430 KEBUDAYAAN 

430.1 Kebiiakan dan Program Pemerintah untuk kebudavaan 
430.2 Pembinaan bidang kebudavaan 
431 Kesenian 

431.1 Cabang Kesenian (Seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, 
seni lukis dill 

431.2 Sarana 
431.21 Gedunz Kesenian 
431.22 Padeookan 
431.23 Lembaza Adat 
431.24 Keziatan adat/tradisi 
431.3 Usaha pertuniukan hiburan kesenanzan : festival. pentas seni 
432 Kepurbakalan 

432.1 Museum 
432.2 Peninzzalan Kuno 

432.21 Candi, termasuk pem ugaran 
432.22 Benda 

433 Seiarah 
434 Bahasa 
435 Penzhavat Kenercavaan 
440 KESEHATAN 

440.1 Kebiiakan dan Program Pemerintah untuk kesehatan 
441 Pembinaan Kesehatan 


